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Panitera Muda MK Uji UU MK Terkait Usia Pensiun

Jakarta, 13 Desember 2022 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Selasa
(13/12) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 121/PUU-XX/2022 ini
diajukan oleh Syamsudin Noer sebagai Pemohon | dan Triyono Edy Budhiarto sebagai Pemohon Il. Kedua
Pemohon yang merupakan PNS yang bertugas sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara dan Panitera
Muda di Mahkamah Konstitusi ini mempersoalkan norma sebagai berikut:
e Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020

“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang
menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pension
62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”

Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan telah dirugikan secara konstitusional. Bahwa
Pemohon | di masa depan, pada saat menjadi Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan usia pensiun
yang sama dengan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung (MA), sedangkan
Pemohon Il saat ini tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda di MA, dan apabila
di masa depan Pemohon Il menjadi Panitera, Pemohon Il tidak mendapatkan usia pensiun yang sama
dengan Panitera di MA. Padahal keberadaan MA dan MK berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD
1945 merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat.

Selain itu, para Pemohon memandang adanya norma a quo telah menimbulkan diskriminasi yang nyata
kepada para Pemohon dimana norma a quo telah membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan
Panitera Pengganti di MK yakni 62 (enam puluh dua) tahun dengan ketentuan usia pensiun di MA. Untuk
itu, MK diminta para Pemohon menyatakan Pasal 7A ayat (1) UU MK tidak bertentangan dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Panitera dan
Panitera Muda serta usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi Panitera Pengganti. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi
persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Telepon: 08121017130 (Humas MK)
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